
· Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, 
ketenteraman, keteraturan kehidupan, dan 
kerukunan hidup beragama masyarakat Kabupaten 
Kolaka Timur; - · · - 

b. bahwa dengan adanya dinamika perubahan 
peraturan perundang-undangan dan perkembangan 
kondisi sosial masyarakat; 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan seb~gaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman 
dan Ketertiban Umum; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
R~PYPlik Jp.g.9p.e.§ia T@lJP. I 945; 

2. Undang-undang Nomor . 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

· Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor l.822); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); · · · 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik 

.Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negare, Republik Indonesia N9m9r 3940); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan · Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan.Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik · 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 · Nomor 109, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang · 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

14, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86); 

l 7, lJPQ.?-ng-Ung.~g N9m9r ~~ T@h.1;n1 2994 t~ntwig 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran . Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 ten tang Administrasl Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik · 



·.t Indonesia Nomor 5475}; 
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 · 
Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara : Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor · 111 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ·Indonesia 
Nomor 5025); 

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara· Republik 
Indonesia N9m9r ~0!?9) i 

26. Undang-Undang Nomor .35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

•.. 



Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan · Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

30. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5401); 

31. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang · 
Aparatur Sipil 'Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara :Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun · 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor Tambahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 92 Tahun 2015- tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 



16 Tahun 2004 
(Lembaran Negara 
2004 Nomor 45, 
Repu blik Indonesia 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201!? N9m9r 290f Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
N9m9r 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 
tentang Penatagunaan Tanah 
Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4385); · 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
[Lembaran Nqgara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia .. 
Tahun 2006 Nomor 861 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

38. Peraturan Pemerinta.h Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N9m9r 50~4); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 

41. Peraturan Pemerintah Nemer 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5533}; 
42. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang 

Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima; ' 
43. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M­ 

DAG/PER/9/2007 .tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/ 12/2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Perdagafi.gan Nemer 36/M-DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 

45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2011 ten tang· Standar Operasional Prosedur Polisi 
Pamong Praja; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Seragam Satuan Polisi PamongPraja; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036}; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 
Tahun 2015 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 
6); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur 
Tahun 2016 Nomor 7). , 



• Pasal 1 
Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deogan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 
melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, 
dan tenteram. 

5. Kepentingan dinas adalah kepentinga.n yang terkait 
dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam 
rangka pelayanan kepentingan umum sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkapdan perlengkapannya yang diperuntukkan 
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, 
diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah 
dan/ atau air,· serta diatas permukaan air, kecuali 
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAll KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
TENTANG KETERTIBAN UMUM . 

MEMUTUSKAN 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
dan 

BUPATI KOLAKA TIMUR 

-'.. 



7. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai 
rencana . k94L yang peruntukan, penataan dan 
pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

8. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian 
dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi 
tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan 
menggunakan material taman, material buatan dan 
unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan 
dan diolah untuk pertamanan. 

9. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar 
norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu 
ketertiban umum, antara lain prostitusi, pomoaksi, 
perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat­ 
obat terlarang dan narkotika. 

10. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan 
untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh 
orang pribadi.atau badan tanpa izin dari Pemerintah 
Daerah. · 

11. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat 
PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha · 
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha 
bergerak maupun · tidak bergerak, menggunakan 
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, 
lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau 
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 

12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan . oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah 
atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang 
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 

!?.! Min1Jffi§!.!1 ~{'f~lkghg! ~gru~h ID!TIY!WID YAAg 
mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang 
diproses dari bahan · hasil pertanian yang 
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi · 
dan destilasi atau fermentasi tan pa destilasi. 

l4;J:>enc.emarn.n lingkungan hidup adalah masuk 
atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

. dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hid up 
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

'r; .... 

, .• 



mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
15. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut 

menara, adalah bangun-bangunan untuk 
kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, 
atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 
konstruksi dengan bangunan gedung yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum yang 
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang 
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk 
tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan 
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

16. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut rumija 
adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah 
tertentu di luar ruang manfaat jalan. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara a tau 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 
barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

19. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan 
menghancurkan hasil karya seni dan barang 
berharga lainnya, 

20. Yustisi adalah penegakan hukum melalui 
mekanisme peradilan. 



Pasal 4 
( 1) Setiap orang dan/ atau badan memiliki hak yang sama 

untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan 
ketentraman. 

Bagian Kesatu 
H@~ 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT 

• Pasal 3 
a, P~ngt:J.tYr@ t~nm.ng · k~t~mban umum dimak~Ydkan 

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
mengawasi, mencegah dan menindak setiap -kegiatan 
yang mengganggu ketertiban umum. 

b. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha 
menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, 
ketentraman, keteraturan dalam bernegara, 
bermayarakat clan menciptakan dan menjaga kelestarian 
lingkungan hidup. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
P~mrwgfln t.~rooq~p P~mn~r@ ~m.~ k~~rtiPm1 w.mum 
berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, 
moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian 
hukum. 

Bagian Kesatu 
Asas 

BAB II 
ASAS, MAK.SUD DAN TUJUAN 



a. tertib lalulintas dan angkutan jalan; 
b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; 
c. tertib sungai, saluran, danau dan mata air; 
d. tertib bangunan; 
~! t~rnl? P~mi:!m dm1 P~ng:tnm:i l?f:!.rumm!!H 
f. tertib usaha pariwisata; 
g. tertib usaha tertentu; 
h. tertib kesehatan; 
i. tertib kependudukan; 
j. tertib sosial; 

Pasal 6 
Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi : 

BaglanK.esatu 
Ym!~ffl 

BAB IV 
KETERTmAN UMUM 

• 

Paul 6 
(1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban 

menciptakan, memelihara dan melestarikan 
ketertiban dan ketentraman, 

(2) Setiap orang dan/ atau badan berkewajiban 
untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan 
ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup . 

Baglan Kedua 
Kew,Jlbtm 

(2) Setiap . orang dan/ atau · badan mempunyai hak .. 
untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman 
bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya 
masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup. 



Pasal 7 
(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang 

menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu 
ketertiban/ kebisingan. 

(2) Setiap orang atau Badan dilarang membawa muata.n 
melebihi maksimum 7 (Tujuh) ton yang ditentukan dan 
tanpa izin. 

(3) Setiap orang atau Badan tidak dibenarkan untuk 
melakukan operasi dan/ atau sweeping tanpa 
menggunakan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. 

(4) set:J:p pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi 
kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat 
ibadah, lembaga Pendidikan, Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan dan rnmah duka. 

(5) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, · 
setiap orang dan/ atau badan dilarang: 
a. Membuat atau memasang portal; 
b. Membuat atau memasang tanggul pengaman 

jalan; 
c. Membuat a tau memasang pin tu penutup jalan; 
d. Membuat, memasang, memindahkan, dan 

membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu 
lintas; 

e. Menggunakan rumija tidak sesua! dengan 
fungsinya; 

f. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, 
bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan 
peledak dengan menggunakan alat angkut yang 
terbuka; 9-8:Il 

g. Memasang reklame pada kendaraan; 

Bagian Kedua 
Tertlb Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

k. tertib peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan; 
L t~mb P~mUgi,k;;m dm! Pt&~Wfil Ntg~rt Sip,iJ; g;:m 
m. tertib hiburan dan keramaian. 



Pasal 8 
§~tw.P Prnng q~n/ ij,UnJ. f.3-~dM aoo.r~nm 
a. Memasuki atau berada dijalur hijau atau taman 

yang bukan untuku mum, kecuali untuk 
kepentingan dinas; 

b. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur 
hijau dan/atautaman beserta kelengkapannya; 

c. Bertempat tinggal atau tidur dijalur hijau, taman, 
dan tempat umum; 

d. inelakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap 
taman beserta kelengkapannya dan tempat umum; 

e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur 
hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk 
kepentingan dinas; · 

f. memanjat, memotong, menebang pohon dan . 
tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur 
hijau, ?-4l:1:! ~~1 kecuali untuk kepentingan dinas 
dan/ atau keselamatan manusia; 

Tertib Jalur Hijau, Taman, dm:i Tempat Umum 
Bagian Ketiga · ... 

h. Membuat gundukan dijalan raya atau lorong­ 
lorong untuk keamanan p~nggµn~ jalan; 

i. Merusak fasilitas umum pemerintah 
(6} Setiap orang dan/atau badan dilarang: 

a. Membuat atau mendirikan terminal bayangan; 
b. Membangun atau memasang reklame yang 

bersifat pomografi, provokatif, diskriminatif, dan 
Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA); 

c. Mengambil atau memindahkan komponen 
bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk 
kepentingan dinas; dan 

d. Menjajakan dagangan, mengemis dan 
mengamen di jembatan penyeberangan. 

(7) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan 
dilarang membuang sampah keluar kendaraan . 



Pasal 9 .. 
( 1) Setiap orang .dilarang bertempat tinggal atau tidur 

didaerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, 
dan mata air. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang 
sampah ke sungai, saluran, situ/danau dan mata 

.air. 
(3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah 

cair ke sungai dan saluran kecuali atas izin dari 
pejabat yang berwenang, 

(4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah 
eair' ke situ/ danau clan ma.ta air. 

(5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan 
kegiatan usaha di pinggir situ/ danau kecuali atas 
izin pejabat yang berwenang. · 

(6) Setiap orang atau badan dilarang mengambil ·dan 
menggunakan air sungai, saiuran, situ/danau dan 
mata air untuk keperluan usaha yang bersifat 
komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang, 

(7) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan 
bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan 
sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin 
dari pejabat yang berwenang. 

Bagian Keempat 
Tertlb Sungal, Salman, Sltu/Danau, dan Mata Air 

g. membangun atau memasang reklame yang bersifat 
pornografi, provokatif, diskriminatif, dan $1,.!~, 
Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA); 

h. membuat atau mendirikan terminal bayangan; dan 
pemukiman kumuh dipinggir jalan provinsi dan 

·nasional 
i. .menempatkan benda dengan maksud untuk 

melakukan suatu usaha;dan 
j. membuang sampah tidak pada tempatnya; 
k. menjemur pakaian atau barang jemur di pinggir 

jalan provinsi dan nasional. 



·~ 
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Pasal 12 
Setiap orang dan/atau badan dilarang: 
a. mendirikan bangunan ~, 

1dal8f11_,~~~~s~ Saluran 
Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran 
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
-undangan; 

b. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau 
kecuali untuk kepentingan dinas; 

c. mendirikan bangunan stasiun radio dan televise 
.siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat 
yang berwenang; 

d. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/ atau 
alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari 
pejabat yang berwenang; 

e. mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi 
tanpa izin dari pejabat yang berwenang; 

f membangun t~mp~J µ~~~/W..9~, rumah maupun 
bertempat tinggal pada badan jalan; 

Bagian Kelima 
Tertib BangupaJ! • 

Paaal 11· 
§~tffl.p Qrn,D,g 4mi:/ fJ.~\l Pa4~U1 9.00f~g P:ltMillt~~p !kW. 
dengan menggunakan bahan dan/ atau alat dalam bentuk 
apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 10 
§~t~P 9f~ng ft!~H p.~gfil! g~rnoo m~ngfl1!11JH ei,mµ 
memindahkan tutup got, selokan at.au saluran air lainnya 
kecuali untuk kepentingan dinas. 

(8) Setiap orang atau badan dilarang melakukan 
tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan 
dan/ atau pencemaran sungai, saluran, situ/ danau 
dan mata air. 



Paaal-14 
(1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib: 

a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan 
kepada pengunjung untuk tidak membawa 
senjata tajam, minurnan keras, narkotika serta 
untuk tidak melakukan praktek asusila dan 
tindak pidana lainnya; 

Bagian Ketujuh 
Tertlb. Usaha Pariwisata 

Pasal 13 
Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/ atau rum.ah 
diwajibkan: 
a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, 

ketertiban lingkungan, norma, kesusilaan, 
kepatutan, kewajaran, dan kelestarian alam di 

. Hngkungannya; 
b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap 

bangunan baik' bangunan yang ada atau yang akan 
dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang 
ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan 
/ataµ tumbuh-tumbuhan yang 48:P~t mengganggu 
keselamatan umum atau dapat menimbulkan 
bahaya bagi sekelilingnya; 

d. memelihara dan mencegah kerusakan rumija 
karena penggunaan oleh' pemilik · /penghuni 
bangunan atau rumah; dan 

e. Wajib membuat pagar pembatas jalan 

Bagian Keenam. 
Tertib Pemilik da~ Penghuni Bangunan 

g. mendirikan bangunan ditanah yang hak milik 
pemerintah; 

h. mendirikan bangunan tan.pa izin. 

,k­ 
{ 

k: 
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b. melarang pengunjung menggunakan seragam 
sekolah, seragam gin?,~ Pegawai Negeri Sipil, 
Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan 
dinas/ sekolah; • 

c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban 
di lingkungan usahanya. 

{2) Pengelola .Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib: 
a. Memeriksa kelengkapan identitas setiap 

pengunjung yang datang; dan 
b. Menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban 

di lingkungan usahanya. 
(3) Pengelola Jasa penyediaan akomodasi dilarang 

menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang 
bertentangan dengan norma agama, norma 
kesusilaan, dan norma hukum. 

(4) Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa. 
penyediaan, akomodasi, Daya Tarik Wisata dan jasa. 
Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), di larang: 
a. Melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai 

dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar ~ 
ti saha Pariwisata (TDUP) dan Perizinan lainnya; 

b. Membiarkan terjadinya praktek asusila dan 
tindak pidana lainnya; dan / atau 

c. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang 
terjadinya praktek asusila dan tindak pidana 
lainnya. 

d. Menyiapkan tempat perbuatan asusila di 
penginapan maupun hotel. 

(5) Setiap orang dan / atau badan dilarang 
menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin 
Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha 
yang tidak memerlukan izin sesuai : ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 17 
Setiap orang dan/ ata.u badan dilarang: 
a. Menyelenggarakan dan/ atau melakukan pelayanan 

kesehatan tanpa izin; 
J?i mfnY~t~pgg~r~k~n g~/a,~µ m~!§!!Hi~ Pr~t~k 

pengobatan tradisional yang dapat membahayakan 
kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah 
agama; 

Baglan Kesembllan 
Tertib Kesehatan 

Pasal 16 
( 1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang 

melakukan usaha perdagangan manusia. 
(2) Setiap orang dan/ atau badan dilarang 

melakukan usaha pengumpulan, penyaluran 
tenaga kerja pembantu rumah tangga atau 
pramuwisma dan pengasuh (baby sitter), tanpa 
izin pejabat yang berwenang. , 

(3) Setiap orang . dan/ atau badan dilarang 
melakukan . usaha pengumpulan, penampungan 
barang-barang bekas dan mendirikan tempat 
kegiatan usaha yang menimbulkan sesuatu yang 
berbau busuk, pencemaran serta menganggu 
ketertiban umum. 

Pasal 15 
Setiap Orang ata.u badan dilarang melakukan pekerjaan 
ata.u bertindak sebagai peranta.ra/ calo: 

a. Kards angkutan umum kecuali memiliki izm 
usaha dari pejabat yang berwenang; 

b. Tiket hiburan kecuali rnemiliki izin usaha dari 
pejabat yang berwenang; 

c. Pebgujian kendaraan bermotor; 
d. Pelayanan perizinan 

Bagian Kedelapan 
TtrtiJJ v,~Jffl Ttn~Dffl 
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· Pasal 18 
(1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk • dan dokumen administrasi kependudukan lainnya 

sesuai ketentuan peraturan periindang-iindangan. 
(2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih 

dari lx24 jam wajib melaporkan diri kepada 
pengurus Rukun Tetangga /Rukun Warga setempat. 

(3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib 
melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga 
/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi 
kependudukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, 
rumah susun dan apartemen wajib . melaporkan · 
penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui 
pengurus RukunTetangga /Rukun Warga setempat 
secara periodik. 

(5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan 
menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan 
administrasi kependudukan serta dilarang menyalah 
gunakan data dan dokumen kependudukan. 

Bagi.an Keaepulub 
'r~!1il> K~,,~~"P~µ,k@P. 

c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok; 
d, membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat­ 

obat illegal dan/ atau obat palsu; 
e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan 

minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang 
berwenang;dan. 

f. · memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, 
menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan 
menyajikan minuman dan/ atau makanan yang 
memabukkan atau berbahaya. ·~ 

', 

-f 



Pasal 20 
~~"ti.~P - p~n,g~J9#! §.m:µ p~pfil!.ggµgg j~w~J'} !~mqgg~ 
pendidikan, wajib: 
a. mengawasi lembaga - pendidikannya agar tidak 

terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, 
tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan 

b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan _ 
Nasional Narkotika .dan Kepolisian dalam 
melaksanakan pencegahan, penindakan, dan 
pemberantasan asusila, pencegahan penyalah 
gunaan narkotika dan tindak pidana lainnya. 

._ 

Pa~al 19 
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang: 

a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara 
dan/atau alasan apa pun, balk dllakukan 
sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, 
angkutan umum atau tempat umumlainnya; 

b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan 
/ atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi 
pengemis, pengamen dan pengeiap mobil untuk 
dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya; dan 

c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada 
pengemis, pengamen dan pengelap mobil. 

(2) Setiap orang dilarang: -~. -~ 
a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan / atau 

minuman lain yang memabukkan di tempat 
um um; 

. b. melakukan pesta minum minuman beralkohol 
darr/atau minuman lain yang memabukkan; dan 

c. membeli harang /makanan /minuman dari 
pedangan asongan di rumija. 

Bagian Kesebelas 
Tertib S9si&J 



Pasal 25 
( 1) setiap orang dilarang melepaskan secara liar hewan 

ternaknya yang dapat menggangu ketertiban umum. 
(2) setiap orang atau badan waji~menyediakan kandang 

· untuk hewan.peliharaan ··· 

Baglan Kedua Bela• 
Tertib Peternakan, Perikanan, Pertanian Dan 

Kehutanan 

Pasal 24 
( 1) Setiap orang. a tau badan dilarang menggunakan 

dan menyediakan, a~µ mengunjungi bangunan atau 
rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang memberi 
kesempatan untuk berbuat asusila. 

(3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tida.k melipu ti: 
a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama 

didalam bangunan atau rumah, beserta pula 
keluarganya; atau · 

b. Mereka yang berada dibangunan atau umah 
untuk menjalankan kepentingan dinas yang 
dapat dipertanggung jawabkan. · · 

Pasal 23 
Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku 
dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum ;ran~ 
patut diduga kemudian berbuat asusila. 

Pasal 22 
Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran 
antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan 
kendaraanbermotor. 

Pasal 21 
s~tjap orang 4.@/ ~m.µ l,m.gM wajib m~m~W:ffl,r~ k~fil!!@au 
dan ketentraman di lingkungan sosialnya. 

... 



Pasal 30 
(1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan 

keramaian yamg menggunakan tanda masuk. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tenta.ng bentuk dan 

persyarata.n tanda masuk sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat ( 1) diataur dengan 
peraturan Bupati. 

Pasal 29 
( 1) Setiap orang atau badan dilarang 

menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa 
izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan 
yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilarang melaksanakan kegiatan lain 
yang menyimpang dari izin yang dimiliki. 

Bagian Ketiga Belas 
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian 

· Pasal 28 
Setiap orang atau badan dilarang menanam/rnemelihara 
tumbuhan yang sifatnya dapat dijadikan suatu bah.an 
minuman beralkohol, narkotika, ganja dan sebagainya yang 
sifatnya membahayakan bagi kesehatan. 

Pasal 27 
Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan 
menggunakan racun, arus listrik dan bahan peledak yang 
dapat merusak kelestarian lingkungan. 

Pasal 26 
( 1) setiap orang dilarang mene bang po hon dikawasan 

hutan yang bukan peruntukannya. 
(2) Setiap orang wajib menjaga pelestarian Rutan dan 

lingkungan. 
(3) Setiap orang dilarang membakar hutan dan yang 

ada didalam kawasan hutan, · 



Pasal 33 
Dalam rangka meningkatakan kinerja serta wibawa aparatur 
pegawai negeri sipil dan salah satu visi misi untuk mencapai 
disiplin setiap pegawai negeri sipil yaitu; 
a, Bekerja sesuai dell~ kewntu~ i:,,rnn~~g­ 

Undangan yang berlaku; 
b. Dilarang berkeliaran pada jam kantor tan pa izin dari 

atasan yang bersangkutan 
c. Bekerja sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan 

seseuai ketentuan yang berlaku; 
d. Dilarang meminum minuman beralkohol ditempat­ 

tempat terbuka maupun tertutup; 
e. Dilarang memberikan dukungan kepada calon 

presiden/wakil presiden, dewan perwakilan-rakyat, 
kepala daerah I dengan cara terlibat dalam kegiatan 
kampanye,menggunakan fasilitas yang · terkait 
dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, dan 

Pasal 32 
.S~t:iap pel~µ p~~qi~@ w~jip , 
a. menertibkan siswanya yang berekeliaran pada jam-jam 

sekolah; 
b. · mensosialisasikan tertib lalulintas kepada siswanya; 
c. memberikan arahan kepada siswa tentang kebersihan; . . 
d. memberikan pemahaman prinsip berhudaya dan agama 

untuk menjaga ketertiban umum; 
e. tertib pendidikan lebih lanjut diatur dalam peraturan 

bupati. 

Baglan Keempat bela• 
Tertlb pendldlkan dan Tertlb Pe1awai 1' e1eri Slpll 

Pasal 31 
J?~nyel~nggMa l5~g~tan ~era.m.$.P.: flµµar g~~w.1g q~/ am:µ 
memanfaatkan jalur jalan · yang dapat mengganggu 
kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-Undangan. 



Pasal 34 
( 1) Tindakan penertiban terhadap orang a tau Badan 

yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: ., 
a. penutupan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak 
dilengkapi dokumen perizinan; 

b. Py@P9:Qg!fflfM <?!~h ij.pm-a..t ~rJ.lliM p9µ~j :Pmr!Qflg 
Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang 
tidak berizin dah/ a tau telah habis masa izinnya, dan 
terhadap pemilik dan/ atau pengelola y~g ti.dak 
mengindahkan peringatan untuk melakukan 
pembongkaran sendiri reklamenya; 

c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti 
dan disimpan di gudang milik Pemerintah Daerah; 
dan 

di J~ 4$m jan~ w~t"1 30 (tjg~ PlJ.l"1P.) hari tjpa~ 
ada pemilik/penanggung jawab yang datang untuk 
mengambil hasil penertiban reklame, maka barang 
bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk 
spanduk, umbul-umbu1 dan baliho di musnahkan, 
dan untuk reklame jenis lainnya menjadi milik 
Pemerintah Daerah. 

(2) Tindakan penertiban reklame yang bersifat pornografi, 
provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan 
Antar Golongan (SARA) berupa penurunan dan 
pemusnahan reklame. 

BABV 
:a.,gi~'1 "K,,~~~ 

Penertlban Reklame 

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu; dan 

f. Ketentuan disiplin pegawai negeri sipil berpedoman 
pada peraturan perundang- undangan yang berlaku 



Pasal 35 
(1) Tindakan penertiban terhadap tempat Usaha 

Pariwisata, dimulai dengan pemeriksaan dan 
pengawasen, yang meliputi: 
a. perizinan; 
b. kegi.atandan waktu penyelenggaraan; dan 
c. kondisi lingkungan sekitamya. . 

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, 
jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, 
maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara: 
a. peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana 

dan menutup tempat hiburan, yang diberikan 
kepada pengelola dan / atau pemilik tern pat 
hiburan • untuk mematuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata (TDUP); 

b.jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah 
diberikan peringatan sebaga.imana _ dimaksud 
pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka 
Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa 
dengan menutup tempat usaha; 

c. penghentian secara paksa sebagaimana 
dimaksud pada _ huruf b, dituangkan dalam 
Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan 

d.jika setelah penghentian secara paksa kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola 
dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
dan/atau perizinan iainnya, maka Pemerintah 
Daerah mencabut Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP) yang bersangkutan, dan 
dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan 
oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama 

Bagian Kedua 
r~~~ni~~9 T~mP,~ v,,b, :r1riwµ,.,t, 

~- 



Pasal36 
( 1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang 

tidak memiliki izin,sebagai berikut: 
' a. Pemeriksaan setempat terhadap: 

l , Jenil:3 usaha: 
2. perizinan; dan 
3. kondisi lingkungan sekitarnya · 

b. peringatan untuk menghentikan kegiatan 
usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan . 

.. l ... , 
c. proses penindakan: 

1. pemeriksaan awal; 
2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 
3. pemanggilan; 
4. penyegelan; 
5. penutupan dan/ atau pengosongan; dan 
6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara 

ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tindakan penertiban terliaaap kegiatan usaha yang 
tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan awal; 
b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 
c. pemanggilan; 
d. penyegelan; 
e. rekomendasi pencabutan izin; 
f. penutupan dan/ atau pengosongan; dan 
g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke 

pengadilan · sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

. .,.. 

. Bagian Ketiga 
Penertiban Kegiatan Usaha 

instansi terkait dapat · menghentikan kegiatan 
hiburan pada .saat diketahui terjadinya pelanggaran 
ketertiban umµm . 



Pasal 37 
( 1) Tindakan periertiban terhadap menara 

telekomunikasi yang tidak memiliki izin, sebagai 
berilfiit: 
a. Pemeriksaan setempat terhadap: 

1. jenis bangunan; 
2. perizinan; 
3. kondisi lingkungan sekitarnya; dan 
4. peringatan - untuk menghentikan kegiatan 

dan rri.engurus perizinan yang diperlukan. 
b. proses penindakan: 

1. pemeriksaan awal; 
2; pembuatan Berit.a J\cara. Pemeriksaan: 
3. pemanggilan; 
4. penyegelan termasuk pemutusan instalasi 

/ aliran listrik untuk penghentian kegiatan; 
5. penutupan dan/ atau pengosongan; dan 
6! pengajuan perkara ke pengadilan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tindakan penertiban terhadap menara 

telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan, - 
sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan awal; 
b. Pembuatan Betita Acara Pemeriksaan; 
c. pemanggilan; 
d. penyegelan termasuk pemutusan instalasf/aliran 

listrik untuk penghentian kegiatan; 
e. rekomendasi pencabutan izin; 
f. penutupan dan/atau pengosongan; dan 

, .. 

·Bagian Keempat ,~~,~·~,!! M,~!F! 1,1,~,m,me,J 

(3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi 
seluruh kegiatan usaha yang p~nz1n~nya 
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 



\~ 

-( 

Pasal 39 
( 1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas 

kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan .· 
Pemerintah Daerah, sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan setempat, meliputi: 

1. identitas penanggung jawab; . 
2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan 
3. kelengkapan perizinan; 

b. proses penindakan, meliputi: 
1. meminta kehadiran penanggung jawab 

kegiatan; 
2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 
3. penghentian kegiatan; 
4; perintah untuk memperbaiki kerusakan 

lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan t· 
5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang 

berwenang. 
(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan terhadap kegiatan 
yang perizinannya bukan kewenangan 
Pemerintah Daerah namun akibat 

x 

• 

Baglan Keenam 
Penertlban Terhadap Pe1-n,garan Atas Kepatan Yang , . 
Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah 

Pasal !I 
Tindakan penerti.ban 'terhadap orang yang tidak memiliki 
Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi 
kependudukan lainnya dila.ksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Bagian Kelima 
Penertiban KependudukaD. 

g. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk 
berperan serta dalam menciptakan ketertiban 
umum. 

(2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa 
kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah 
Daerah, apabila mengetahui atau menduga 
terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban 
um um. 

(3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum 
tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka 
warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku 
pelanggaran kepada instansi yang berwenang. 

(4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan 
perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan 
kepada anggota masyarakat yang telah berjasa 
dalam membantu penyelenggaraan ketertiban · 
um um. 

Pasal 41 .. 

BAB VI 
P~l\Alf $Jl:~T4 M.f\$'V~T 

Paaal 40 
P~m »3-f!~~~Eµl~~q tmd~ P~A~ntlJ~PJ ~~tµ~ pgJi~j 
Pamong Praja senantiasa mela.kukan koordinasi dengan 
instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 

Bagian Ketajub 
Koordinasi Tlndakan Penertiban 

terhadap pelaksanaannya berdampak 
ketertiban 11m11m di Daerah. 



Pasal 44 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan 

BABVUI 
J-~rnP~ 

Pa11al 43 
Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam 
peraturan daerah ini dilakukan pula oleh pegawai negeri 
sipil yang tlib,HiRafi t:tigas pengawa~aft seswu RefentuM.i. 
peraturan perundang- undangan. 

Bagtan Kedua 
?,~PWIMI~ 

Pasal 42 
( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan 

pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah. 
(2). Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah 
mengoordinasikan pembinaan ketertiban umum 
dengan instansi terkait di Daerah. 

(3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di 
Daerah dilakukan melalui kegiatan: 
a. sosialisasj produk hukum; 
b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 

dan aparat; dan · 
c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat 

perangkat daerah. 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BAB VII 
P~~Il'M1i ;QA,.W J-~:W~.t\WA~- 

··,t 

·1t 



untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran 
terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud. pada · ayat (1), 
berwenang: · • 

fl. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 7' 

keterangan atau laporan dari seseorang 
berkenaan dengan adanya tindak pidana; 

b. melakukantindakan pertama pada saat ditempat 
kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan 
dan badan hukumsehubungandengan tindak 
pidana; 

d. melakukan penggeledahan untuk · mendapat 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen- serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 

e. meminta bantuan tenaga ahli · dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa · 
identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf d 

g. memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik 
Indonesia, · bahwa tidak terdapat cukup bukti, 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana dan selanjutnya memberitahukan hal 
.tersebut kepada penuntut umum, tersangka, 
atau keluarganya; dan/ atau 

i. melakukan. tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran ( penyidikan tindak pidana di bidang 
ketertiban umum berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 46 
~tentµapc Jeom l.~p:jµJ m~pgem~i peJ.a.#~ana.a.n Peraturan 
Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Perturan Kepala 
Daerah. 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 45 
(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar 

ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 dipidana 
dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh] hari paling lama 3 · [tiga] bulan atau 
pidana denda paling ban.yak Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluhjuta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelan~aran/ efek jera. 

(3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang 
dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, 
maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang 
yang bersangkutan. 

(4) penerimaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 
disetor ke kas daerah dan menjadi pendapatan 
daerah yang sah 

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 25 sampai 
dengan Pasal 27 dikenai sanksi administrasi 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

. BAB IX 
KETENTUAN SANKSl DAN PIDANA 

(3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan 
kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian 
Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. ·· ··· 
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Pasal 47 
Pern.tµra:0: Daerah mi· :rp.µJm. b~rµ_$u pada ~gg§l 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 



I. UMUM 
Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan 

pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang : 
Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertlhan umum dan 
ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. . f 

Sebagai instrument regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan 
mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban 
menciptakan suatu perangkat k~buakan yang dapat memenuhi kebutuhan 
hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat 
memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan 
kepentingan, baik vertical antara pemerintah daerah dengan masyarakat, .. - 
maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. 

Bahwa kabupaten kolaka ".Nmur dengan semangat otonomi baru 
memacu pemerintah daerah dan DPRD bersama membentuk kebijakan 
tentang Ketertiban Umum, untuk mengatur, mengawasi, mencegah dan 
menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana 
umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukirnan sebagai 
upaya iintiik menciptakan ketertiban, ketentraman, keteratiiran kehidupan pada 
masyarakat. 

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang­ 
undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerlntahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tent.a.rig Satuan Palisi Pamong Ptaja, Peratliran Menten Dal.am Negen Nam.or 54 
Tahun 2011 ten tang Sta.ndar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun 
perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang nyata. pengaturan 
mengenai ketertiban umum di Kabupaten Kolaka Timur perlu segera ditetapkan. 
Kewenangan Satuan Palisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan 
daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan 
kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan 
sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan 

., 

. PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
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NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG 

KETENTRAMAN DAN KETERTmAN UMUM 



- i-- pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Palisi Pamong Praja dalam 
melaksanakan tu~as dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang 
kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Terdapat 4 , (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah 
metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk 
prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut; 

(1) Terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan 
Daerah/PeraturanBupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran 
tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan 
kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan 
tanpa izin; 

(2) Penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain 
adanya Penyandang Masalah Kesejatraan Sosial (PMKS); 

(3) Penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, 
taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan 

(4) Tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalah gunaan narkotika dan 
obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya; 

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan • 
impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya 
kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan 

x aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit 
masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut 
diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur 
tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, 
keteraturan disegala bidang, pemanfaatan sarana umum dan fasilitas 
Pemerintah Daerah. 

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap 
Peraturan perundang-undangan tentang Ketertiban Umum dan kebutuhan rill, 
dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan 
mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah 
sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam 
Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan prosedur penegakan 
ketertiban umum, penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 
ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan 
sinergitas an.tar Satuan -Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan 
penertiban, penambahan materi-materi yang belum ada pada Peraturan Daerah 
sebelumnya, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, 
pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam 



2.wisata buatan; dan 
3.wisata budaya, 

b. Kawasan Pariwisata. 
c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari: 

1. angkutan jalan wisata; dan 

• 

Pasal 1 Angka 1 Cukup Jelas. 
Angka 2 Cukup Jelas. 
Angka 3 Cukup Jelas. 
Angka 4 Cukup Jeias. 
Angka 5 Cukup Jelas. 
Angka 6 CukupJelas. 
Angka 7 Cukup Jelas. 
Angka 8 Cukup Jelas. 
Angka 9 Cukup Jelas. 
Angka 10 Cukup .Jelas, 
Angka 11 Cukup Jelas. 
Angka 12 Cukup Jelas. 
Angka 13 Cukup Jeies. 
Angka 14 Cukup Jelas. 
Angka 15 Cukup Jelas. 
Angka 16 Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, 
saluran tepi jalan dan ambang pengamannya serta hanya diperuntukan bagi 
median, perkerasan jalan, jalur pemisah,. bahu jalan, saluran tepi jalan, 
trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian, gorong-gorong, 
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 
Angka 17 Cukup Jelas. 
Angka 18 Usaha Pariwisata, antara lain: 
a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari: 

1.wisata alam; 

II. PASAL DEMI PASAL 

membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. 
Dengan adanya Peraturan Daerah tentan_g Ketertiban Umum ini diharapkan 
dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, 
dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan mewujudkan daerah dan 
masyarakat Kolaka Timur yang tertib teratur, maju dan ideal. 



Pasal 6 Huruf a Cukup Jelas. 
Hurufb Yang dimaksud dengan "jalur hijau" adalahjalur penempatan tanaman 
serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan • 
(RUMIJA) maupun didalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau 
karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya 
berwarna hijau. Yang dimaksud dengan "taman" adalah lahan terbuka yang 
berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau 
kegiatan lain. Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah sarana yang 
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang 
dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. 
Huruf c Cukup Jelas 
Huruf d Cukup .Jelas. 
Huruf e Cukup Jelas. 
Huruf f Cukup J elas, 
Huruf g Yang dimaksud dengan ;usaha tertentu" adalah suatu kegiatan usaha 
yang menimbulkan dampak ganguan dan ketertiban dan ketentraman 
masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, 
penyaluran pembantu rum.ah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang 
bekas.· 
Huruf h Cukup Jelas. 
HurufI Cukup Jelas. 
Huruf j Cukup Jelas. 

Y. '· 

• 

4.pusatjajanan makanan; dar .. 
5.jasa boga/ catering 

An,:g~ 19 Gq~up Je]4s 
Angka 20 Cukup Jelas 
Pasal 2 Cukup Jelas. 
Pasal 3 Cukup Jelas. 
Pasal 4 Cukup Jelas. 
Pasal 5 Cukup Jelas. 

2. angkutan wisata air. 
q • .Ja§E!. Perjaj_a:p.M Wisarn; @ta..rg laip.1 

1. biro perjalanan wisata; dan 
2.agen perjalanan wisata. 

e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain: 
1.restoran; 
2.rumah makan; 
3.kafetaria; 

,---------------------------------·---·. "~' 



Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas. 
Ayq.t (;::>.) gµ~p J~!.as.: 
Ayat (3) Huruf a Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada 

dilingkungan perumahan dan perkampungan yang dapat membuat/ memasang 
portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan. 
Huruf b Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada dilingkungan 
perumahan dan perkampun_gan, yan~ dapat membuat/memasan~ tanggul 
pengaman jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan. 
Huruf c Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada dilingkungan 
perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu 
penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan, 
Huruf d Cukup Jelas. 
Huruf e Cukup Jelas. 
Huruf f Cukup Jelas. 
Huruf g Cukup Jelas. 
Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. .. 
Huruf b Yang dimaksud dengan "pornografi" adalah gambar, sketsa, 
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat • 
kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat; · 

' : 

Yang dimaksud dengan "provokatif' adalah merangsang untuk bertindak 
sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan 
massa; 
Yang dimaksud dengan "diskriminatif' adalah perbuatan yang berkenaan 
dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan 
berdasarkan · unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau 
pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya; 
Huruf c Cukup Jelas. 
Huruf d Cukup Jelas. 
Ayat (5) Cukup Jelas. 
Pasal 8 Cukup Jelas. 
Pasal 9 AY~t (J) Yang cl4n.$.~µ4 cie~g~ "qaera..n penguasaar; 13~µ,gaf' adalah 
dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerahs empadan yang tidak 
dibe baskan. 
Ayat (2) Cukup Jelas. 



Ayat (4) Pengelola Daya Tarik Wisata adalah setiap orang atau badan yang 
menyelenggarakan usaha pengelolaan daya Tarik wisata alam, daya tarik 

• Huruf c Cukup Jelas. 
Huruf d Cukup Jelas. 
Huruf e Cukup Jelas. 
Huruf f Cukup Jelas. 
Huruf.g Cukup Jelas. 
P~sal 13 Cu~up J~la$ 
Pasal 14 Ayat (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang 
atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi 
dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, 
studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan 
untuk pariwisata. 
Ayat (2) Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan 
yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk 
wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu 
fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satukesatuan dengan Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) seperti hiburan, olahraga, kesehatan, 
penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisiktidak melebihi 40% dan 
fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubug 
pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi 
jenis akomodasi lainnya. 
Ayat (3) Cukup Jelas. 

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "limbah cair" adalah sisa dari suatu hasil usaha 
dan/ atau kegiatan yang; berwujud cair dan diduga dapat menurunkan kualitas 
lingkungan. .f - 

Ayat (4) Cukup Jelas. 
Ayat (5) Cukup Jelas. 
Ayat (6) Cukup Jelas . 
. AYM (7) Q-µ~¥P .J ¢~a.. 
Ayat (8) Cukup Jelas. 
Pasal 10 Cukup .Jelas. 
Pasal 11 Cukup -Jelas 

Pasal 12 Huruf a Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara . . . . . . . - . . 
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTI) 

- terlebili dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf b Cukup .Jelas, 



wisata budaya, dan/ a tau daya tarik wisata buatan/binaan manusia. Pengelola 
Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap orang atau badan yang 
menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang 
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan 
penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya 
usana restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata l.ainnya seperti 
karaoke, permainan anak, penyedian souvenir, danlain-lainnya yang tidak 
melebihi 40% dari tot.al bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum 
seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha 
makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil. 
Ayat (5) Cukup Jelas. 
Ayat (6) Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai 
ketentuan peraturan perundarig-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk 
melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha perorangan yang 
tergolong usaha mikro atau kecil ·· adalah pengusaha pariwisata yang 
menjalankan kegiatan usaha: 

a.Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 
b. U saha Penyediaan Akomodasi; 
c.Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 
d.Usaha Jasa Transportasi Wisata; 
e.Usaha Daya Tarik Wisata; 
F.Usaha Penyelenggaraan Keg1atan Hiburan dan Rekreasi; 
g.Usaha Wisata Tirta;dan 
h.Usaha Spa. 

PasallS Cukup Jelas. 
Pasal H> Cukup -Jelas. 
Pasal 17 Cukup Jelas 
Pasal 18 Cukup Jelas. 
Pasal 19 Cukup Jelas. 
Pasal 20 Cukup Jelas. 
Pasai 2 i Cukup .Jelas. 
Pasal 22 Cukup Jelas. 
Pasal 23 Cukup Jelas. 
Pasal 24 Cukup J elas . 
.Pa~al 25 Gulq1p Jelas, 
Pasal 26 Cukup Jelas. 
Pasal 27 Cukup Jelas. 
Pasal 28 Cukup Jelas. 
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Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas. 
AYElt (~) (}ul~l:l.P .Jelas 

Ayat (3) Penyelenggaraan hiburan yang dilakukan masyarakat tidak 
secara tetap atau rutin dan hanya pada kesempatan atau waktu 
tertentu saja, seperti: penyelenggaraan hiburan organ tunggal, 
pertunjukan musik, bioskop terbuka (layar tancap) dan 
penyelenggaraan pasar malam. 

Pasal 30 Cukup Jelas. 
Pasal 31 Cukup Jelas. 
Pasal 32 Cukup Jelas. 
Pasal 33 Cukup Jelas. 
Pasal 34 Cukup .Jelas. 
Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas. 

Ayat (2) Dalam rangka pelayanan laporan dari masyarakat, Pemerintah 
Daerah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan 
masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran atas ketertiban um um 

Pasal 36 Cukup .Jelas, • · ' 
Pasal 37 Cukup Jelas. 
Pasal 38 Cukup Jelas. 
Pasal 39 Cukup Jelas . 
Pp:§aj 40 9uJ.5qp J elas, 

. ,,. 
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